KEPALA DESA SIDABOWA KECAMATAN PATIKRAJA
KABUPATEN BANYUMAS

PERATURAN DESA SIDABOWA KECAMATAN PATIKRAJA
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 08 TAHUN 2023

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
DESA SIDABOWA KECAMATAN PATIKRAJA KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SIDABOWA KECAMATAN PATIKRAJA KABUPATEN BANYUMAS

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari
pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung
jawab untuk sebesar-besamya kemakmuran masyarakat Desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan
penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan,
efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan
kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan
pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan
sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Sidabowa Kecamatan Patikraja
Kabupaten Banyumas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

4.  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negam
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negam
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi
Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan
Aset Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang
Kewenangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan
Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 89);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Carn
Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018
Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
611);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);
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Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi
Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat
Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi
Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1633);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi
Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendafiaran, Pendataan Dan Pemeringkatan,
Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan
Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan
Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional
atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 ((Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Dana Desa;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023
tentangPengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan
Dana Desa Tahun Anggaran 2024;

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, sebagaimana diubah
menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2017
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 06 Tahun 2016 Tentang
Badan Usaha Milik Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 07 Tahun 2016 Tentang
Kerja Sama Desa;

Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2018 tentang Dafiar
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal
Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 36);

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun
2018 Nomor 57);
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31. Peraturan Bupati Banyumas No 02 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
atas Peraturan Bupati Banyumas No 73 Tahun 2014 Tentang Pengalokasian
dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa;

32. Peraturan Bupati Banyumas No 28 tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara
Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada
Pemerintah Desa;

33. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 29 Tahun 2020 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha
Milik Desa;

34. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara
Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

35. Peraturan Bupati Banyumas No. 22 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Bupati Banyumas No 05 Tahun 2019 tentang Penghasilan
Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan, dan Penghargaan Kepala Desa
dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas;

36. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 66 Tahun 2023 tentang Standar Harga
Satuan Desa di Kabupaten Banyumas Tahun Anggarn 2024,

37. Peraturan Desa Sidabowa Nomor 04 Tahun 2022 tentang Rencana
Pembagunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 - 2027 (Lembaran Desa
Sidabowa Tahun 2022 Nomor 04);

38. Peraturan Desa Sidabowa Nomor 05 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal
Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Sidabowa Tahun 2022 Nomor
05);

39. Peraturan Desa Sidabowa Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana
cadangan Pilkades Tahun 2027;

40. Peraturan Desa Sidabowa Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa
Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa
Sidabowa Tahun 2022 Nomor 15);

41. Peraturan Desa Sidabowa Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2024 (Lembaran Desa Sidabowa Tahun
2023 Nomor 06).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDABOWA
dan
KEPALA DESA SIDABOWA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA SIDABOWA NOMOR 08 TAHUN 2023 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANIJA DESA SIDABOWA
KECAMATAN PATIKRAJA KABUPATEN BANYUMAS TAHUN
ANGGARAN 2024
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Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai
berikut :

01. Pendapatan Desa Rp. 2.069.649.942,-
a. Penghasilan Asli Desa (PAD) Rp. 259.052.750,-
b. Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 482.608.025,-
c. Dana Desa (DD) Rp. 1.251.676.000-
d. Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah Rp.  68.503.591,-
e. Bankeu Kabupaten Rp. 0
f. Bankeu Provinsi Rp. 5.000.000,-
g. Pendapatan Lain-lain (bunga Bank) Rp. 2.809.576,-

02. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 992.656.661,-
b. Bidang Pembangunan Rp. 336.351.500,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 41.844.339,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 667.552.750,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Rp. 150.044.135,-
Mendesak dan Darurat
Jumlah Belanja Rp. 2.218.449.385.-
Serplas/(Defisit) Rp. (148.799.443,-)
03. Pembiayaan Desa
a. Peneriamaan Pembiayaan Rp. 157.299.443,-
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.  8.500.000.-
Pembiayaan Netto (a-b) Rp 148.799.443,-
Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1,
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat :
a. APBDes;
b. Daftar penyertaan modal;
c. Daftar dana cadangan;

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.
Pasal 5

a. Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat,
dan mendesak;

b. Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja
tidak terduga;

c. Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan
mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan
peraturan Desa tentang perubahan APB Desa;

d. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

1. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi
sebelumnya;
2. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
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3. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

4. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang
disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan

5. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseranantar objek belanja; dan

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan
dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan
Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.
Pasal 7
Perturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam
Lembaran Desa Sidabowa.

Ditetapkan di : Sidabowa

Pada tanggal : 28 Desember 2023
Kepala Desa Sidabowa

Kecamatan Patikraj

///"

Y RATN GSIH

an di Desa Sidabowa ==
gal 28 Desember 2023
s Desa,

LEMBARAN DESA SIDABOWA KECAMATAN PATIKRAJA
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023 NOMOR 08
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LAMPIRAN

PERATURAN DESA SIDABOWA

NOMOR 08 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DES#

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SIDABOWA

TAHUN ANGGARAN 2024
Jenis APBDes : APBDes Awal
KODE REK URAIAN “"(Ggg’;‘" KETERANGAN
1 2 3 4
4. PENDAPATAN
4.1, Pendapatan Asll Desa 259.062.750,00
4.2, Pendapatan Transfer 1.807.767.616,00
4.3, Pendapatan Lain-lain 2.800.676,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.060.649.942,00
6. BELANJA
6.1. Belanja Pegawal 686.661.842,40
6.2. Belanja Barang dan Jasa 636.353.407,60
6.3. Belanja Modal 800.980.000,00
6.4. Belanja Tidak Terduga 187.544.135,00
JUMLAH BELANJA 2.218.449.386,00
SURPLUS / (DEFISIT) (148.789.443,00)
6. PEMBIAYAAN
8.1. Penerimaan Pemblayaan 167.260.443,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya | 1 5729944300
8.2, Pengeluaran Pemblayaan 8.500.000,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 3(-3000()0001
6.2.2, Penyertaan Modal Desa 5.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTC 148.799.443,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARANM 0,00

SIDABOWA, 22 Desember 2023
KEP,

g

TNANINGSIH

2212024081435

Halaman 1
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LAMPIRAN
PERATURAN DEGA EIDABOWA
NOMOR 08 TAHUN 2023
TEMTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANUA DEg#

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA SIDABOWA

TAHUN ANGGARAN 2024
Jenis APBDes : APBDes Awal
3 — S i
1 2 3 4 5
4, PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 250.062.750,00
4.2 Pendapatan Transfer 1.807.787.616,00
4.3, Pendapatan Lain-lain 2.806.576,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.060.840.942,00
6. BELANJA
1 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 962 866.861.00
1.1 Penyelenggaran Belanja Sllitap, Tunjangan dan Operasional 866.732.102,00
Pemerintahan Desa
1.1.01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 66.508.012,00 | ADD, PEH
1.1.01 | 6.1. Belanja Pegawal 66.508.012,00
1.1.02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 263.684.682,00 | ADD, PAD, PEH
1.1.02 | 6.1. Belanja Pegawal 363.6e4.882,00
1.1.03 Penyediaan Jaminan Sosial bagl Kepala Desa dan Perangkat Desa 23.060.148,40 | ADO
1.1.03 | 5.1. Belanja Pegawal 23.066.148,40
1.1.04 Eec%ediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK 76.866.256,60 | ADO. DLL, PAD, |
1.1.04 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 78.866.256,60
1.1.06 Penyediaan Tunjangan BPD 36.000.000,00 | ADO
1.1.05 | 6.1. Belanja Pegawal 36.000.000,00
1.1.06 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakalan Seraga 3.884.000,00 | ADD, OLL
m, Llstrik dll)
1.1.06 | 6.2. Belanja Barang dan Jasa 3.884.000,00
1.1.07 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 28.800.000,00 | ADO
1.1.07 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 28.800.000,00
1.1.08 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Des 37.500.000,00 | oos
a
1.1.08 | 6.4. Belanja Tidak Terduga 37.500.000,00
1.1.80 Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa 228.420.000,00 | PAD
1.1.90 | 5.1. Belanja Pegawal 207.300.000,00
1.1.90 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 21.120.000,00
1.2 Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa 14.500.000,00
1.2.01 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 13.000.000,00 [ ADO. PEH
1.2.01 | 6.2. Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00
1.2.02 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 1.500.000,00 | ADOD
Printed hy Siskeudes 22/01/2024 08.12.42 Halannan 1
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RE’:(‘;:FN a URAIAN ANG(%\)F;AN SUMBERDANA
1 2 3 4 8

1.2.02 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00

1.3. Pengelolaan Administrasl Kependudukan, Pencatatan Sipll, Statistik 12.162.000,00
dan Kearsipan

1.3.02 Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) 267.000,00 | AOD

1.3.02 | 58.2. Belanja Barang dan Jasa 267.000,00

1.3.05 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif 11.876.000,00 | 0DS

1.3.05 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 11.876.000,00

1.4. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 66.610.969,00
dan Pelaporan

1.4.01 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes ( 6.926.000,00 | DDS
Reguler)

1.4.01 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 6.926.000,00

1.4.02 Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non 16.300.000,00 | ppDsS
Reguler)

1.4.02 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 16.300.000,00

1.4.03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 8.693.700,00 | pps

1.4.03 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 8.693.700,00

1.4.04 ~IIDZrlglusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP 33.160.700,00 | DDS

1.4.04 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 33.160.700,00

1.4.07 Per;(yt:sunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masy 2.632.669,00 | PBH, PBK, PBP
araka

1.4.07 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 2,632.669,00

1.5. Sub Bidang Pertanahan 43.661.600,00

1.5.06 Adminstrasl Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 23.661.600,00 | PAD, PBH

1.5.06 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 23.661.600,00

1.5.92 Operasional Intensifikasi PBB 20.000.000,00 | PBH

15,92 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00

2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 366.361.600,00

21. Sub Bidang Pendidikan 42,182,000,00

2.1.01 Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Millk Des 26.200.000,00 | DpDS
a (Honor, Pakaian dll)

21.01 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 26.200.000,00

2.1.05 Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonf 8.960.000,00 | pDs
omal Milik Desa

21.06 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 8.960.000,00

2.1.10 Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi 4.000.000,00 | DDS

21.10 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 4,000.000,00

2.1.90 Pengelolaan dan Pembinaan Anak Sekolah Melalui Pemberian Makanan T 4,032.000,00 | pos
ambahan Anak Sekolah (PMTAS)

21.90 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 4.,032.000,00

2.2, Sub Bidang Kesehatan 111.479.600,00

2.2.02 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif) 93.070.000,00 | bpS

22.02 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 93.070.000,00

DTl 22/01/2024 08.12.43 Halaman 2
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REKEHING URAIAN (Rp) SUMBERDANA
1 2 3 4 6

2200 Pengesuhen Bersems steu Blna Kelusrgs Balils (BKB) 11.100.000,00 | OoOS

2200 | 62 Belenje Bateng dan Jess 11.100.000,00

2208 Pemslihersen Sersns Prassrana Posyandu/Polindes/PKD 6.308.500,00 | 0ODS

2208 | 52 Belenjs Berang den Jsss 6.209.600,00

2291 Faslitasl Pelsyanan Penosgshan den Penangguliangan Penyekit Menular d 1.000.000,00 | OOS
an Endemlx

2261 | 62 Belanjs Barang dan Jess 1.000.000,00

23, 8ub Bldeng Pskerjaan Umum den Pensataan Ruang 206.980.000,00

2312 Pembangunan/RehablitssV/Peningketen/Pengerasan Jelen Usshs Tenl **) 26.205.000,00 | 00OS

2312 | 63. Belanja Modsl 26.206.000,00

2314 Pembangunan/RehsbliitesV/Peningkstan Prassrens Jelan Desa (Gorong, s 26.000.000,00 | 00S
elotan dl)

2314 | 53, Belanjs Modal 25.000.000,00

2390 Pemeliharasn Turep/ Bronjong/ Talud/ Tanggul Desge** 12.300.000,00 | 0DS

2390 | 63. Belanjs Modal 12.300.000,00

23981 Pembangunan/RehabllitasV/Peningkatan Turap/Bronjong/ Talud/ Tanggul D 147.485.000,00 | ODS
esg*

2381 | 53. Belanja Modal 147.485.000,00

28. Sub Bldang Perhubungan, Komunikasl dan Informatika 2.700.000,00

26.02 Penyelenggaraan Informasl Publik Desa (Poster, Baliho D) 2.700.000,00 | 008

26.02 | 52 Belanja Barang dan Jasa 2 700.000,00

2 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 41.844.338,00

31. Sub Bldang Ketentsraman, Keteriban Umum dan Perlindungan 8.180.000,00
Masyarakat

31.¢1 Pelatihan Kekhususan (sesual Kearilan Lokal) 8.180.000,00 | ODS

3181 | 52. Belanja Barang dan Jass 8.180.000,00

32 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 8.469.338,00

3203 Penyslenggaran Festival Kesenlan, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU 8.460.338,00 | PBH
T Rl, Raya Keagamaan dlj)

3202 | 52 Belanja Barang dan Jasa 8.469.339,00

33. Sub Bldang Kepemudaan dan Olahraga 10.000.000,00

3302 Penyelenpparaan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa 10.000.000,00 | ODS

3302 | 52 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00

3A. Sub Bldang Kelembagaan kasyarakat 16.196.000,00

3402 Pembinaan LKMD/LPWLPMD 5.000.000,00 | P8P

3492 | 52. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00

3403 Pembinaan PKK 10.185.000,00 | PBH

3403 | 52 Belanja Barang dan Jasa 10.185.000,00

4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 667.662.760.00

41. Sub Bldang Kelautan dan Perikanan 33.902.600,00

41.05 Bantuan Perikanan (Bbl/Pakan/dl) 33.902.500,00 | oDS

4105 | 52 Belanja Barang dan Jass 33.902.500,00
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4.2, Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 600.000.000,00
4,2,03 Penguetan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll) 600.000.000,00 | oos
42,03 | 5.3, Belanja Modal 600.000.000,00
4.3, Sub Bldang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 20,000,000,00
43,03 Peningkatan Kapasitas BPD 20.000.000,00 | oos
4.3.03 | 6.2, Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00
4.4, Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan 13.660.260,00
Keluarga
4.4.01 Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 13.660.260,00 | ODS
44,01 | 6.2, Belanja Barang dan Jasa 13.660.250,00
[ 160.044.135,00
6.1. Sub Bldang Penanggulangan Bencana 36.444,136,00
6.1.00 Keplatan Penanggulanan Bencana 36.444.135,00 | oos
6.1.00 | 6.4, Belanja Tidak Terduga 36.444.136,00
6.3. Sub Bldang Keadaan Mendesak 111.6800.000,00
6.3.00 Penanganan Keadaan Mendesak 111.600.000,0C | ops
6.3.00 | 6.4. Belan|a Tidak Terduga 111.600.000,0C
JUMLAH BELANJA 2.218.449.366,00
SURPLUS / (DEFISIT) (148.799.443,00)
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pemblayaan 157.200.443,00
8.2, Pengeluaran Pemblayaan 8.500.000,00
PEMBIAYAAN NETTC 148.799.443,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 0,00
SIDABOWA, 22 Desember 2023
KEPALA
/ e
NTY ANIN@GSIH
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